BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR o T TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN
PRODUKSI USAHA DAERAH BALM BENIH IKAN LOKAL
KABUPATEN TAPIN
DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 08 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
BALAI BENIH IKAN (BBI) LOKAL KABUPATEN TAPIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,
Menimbang : a. bahwa tarif Retribusi Penjualan Produksi
Usaha Daerah Balai Benih Ikan Lokal
Kabupaten Tapin berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun
2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi
Usaha Daerah Balai Benih Ikan (BBI) Lokal
Kabupaten Tapin, sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan kondisi
perekonomian sehingga perlu dilakukan

penyesuaian tarif retribusi;

b. bahwa penyesuaian tarif retribusi
sebagaimana dimaksud dalam huruf a
diatas dilakukan dengan memperhatikan
indeks harga dan perkembangan
perekonomian serta dilaksanakan dalam
rangka optimalisasi peningkatan Pendapatan
Ash Daerah dan mutu produksi usaha
daerah pada Balai Benih Ikan Lokal Dinas
Perikanan Kabupaten Tapin, khususnya
yang bersumber dari Retribusi Penjualan
Produksi Usaha Daerah Balai Benih Ikan
Lokal Kabupaten Tapin;



c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(3) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin
Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi
Penjualan Produksi Usaha Daerah Balai
Benih Ikan (BBI) Lokal Kabupaten Tapin,
perlu menetapkan Perubahan Tarif Retribusi
Penjualan Produksi Usaha Daerah Balai
Benih Ikan Lokal Kabupaten Tapin dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
08 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan
Produksi Usaha Daerah Balai Benih Ikan
(BBI) Lokal Kabupaten Tapin;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
Balai Benih Ikan Lokal Kabupaten Tapin
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin
Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi
Penjualan Produksi Usaha Daerah Balai

Benih Ikan (BBI) Lokal Kabupaten Tapin;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2756);



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5073);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa
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kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun
2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5161);
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10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2017 tentang Pembudidayaan Ikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6101);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa lkkali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan

Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
08 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan
Produksi Usaha Daerah Balai Benih Ikan
(BBI) Lokal Kabupaten Tapin (Lembaran
Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2011
Nomor 08);



Menetapkan

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016
Nomor 09);

14. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin
(Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun
2016 Nomor 25), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin
(Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun
2018 Nomor 31);

15. Peraturan Bupati Tapin Nomor 48 Tahun
2017 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah
Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten
Tapin Tahun 2017 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI
USAHA DAERAH BALAI BENIH IKAN LOKAL
KABUPATEN TAPIN DALAM PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 08 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN
PRODUKSI USAHA DAERAH BALAI BENIH IKAN
(BBI) LOKAL KABUPATEN TAPIN.



Pasal 1

Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Balai Benih Ikan
Lokal Kabupaten Tapin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(2) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tabun 2011

tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Balai Benih

Ikan (BBI) Lokal Kabupaten Tapin, diubah sebagai berikut:

HARGA
UKURAN
NO. URAIAN P PER EKOR/ KG
(Rp.)
Benih Ikan
a. Benih Ikan Mas Larva (umur 7 hari) Rp. 30,wiper ekor
1lcm Rp. 60,- per ekor
2cm-3cm Rp. 150,- per ekor
3cm-5Scm Rp. 250,- per ekor
Scm-8cm Rp. 300,- per ekor
8cm-12 cm Rp. 350,- per ekor
b. Benih Ikan Nila Larva (umur 7 hari) Rp. 30,- per ekor
1 cm Rp. 60,-per ekor
2cm-3cm 13p.  200,- per ekor
3cm-5cm 132, 300,.per ekor
Scm-8cm Rp. 400,- per ekor
8cm-12cm Rp. 500,- per ekor
c. Benih Ikan Patin Larva (umur 7 han) Rp. 30,- per ekor
1 cm Rp. 75,- per ekor
1 inchi up Rp. 200,- per ekor
2 inchi Rp. 300,- per ekor
3 inchi Rp. 700,- per ekor
4 inchi Rp. 1.000.- Der ekor
d. Benih Ikan Gurarne Larva Telur Rp. 100,- per ekor
Benih Umur 30 hari Rp. 300,- per ekor
Kukuan Rp. 1.500,- per ekor
Silet Rp. 2.000,- per ekor
Telapak Rp. 5.000,- per ekor
2. | Induk Ikan
a. Induk Ikan Mas Jantan 500 gr sld 1000 gr Rp.60.000,- per kg
b. Induk Ikan Mas Betina a 2000 gr RD.60.000,- per kg,
3. | Calon Induk Ikan ’
a. Calon Induk Ikan Mas Jantan 300 gr - 500 gr Rp.40.000,- per kg
b. Calon Induk Ikan Mas Betina 1500 gr - 2000 gr Rp 40.000,- per kg




Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 4 Feb ru:71ri y
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M. IFIN ARPAN &=
Diundangkan di Rantau

pada tanggal Tl Par ru ari

SEKRE RIS DAERAH,

MASYRAItiTIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2019 NOMOR
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